
 
 

 
 

 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN 

NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang : 

 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan; 
 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020; 
 

c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575) 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19)) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6453); 

 
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011         
Nomor 694); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018             
Nomor 157); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penangangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ 
atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 377); 

 

29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/ 

2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Belanja 
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengaman Daya Beli 
Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok–Pokok Pengelola Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 

Nomor 7 seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 19); 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 69); 

 
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Nomor 80); 
 

 
MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
 

  Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai 
berikut: 
 

 
1. Ketentuan Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah 

sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 terdiri atas: 
 

1. Pendapatan: 
 
a. Pendapatan Asli Daerah 

- Semula                                         Rp266.924.793.712,53 

- Bertambah/(Berkurang)              Rp(123.969.960.603,86) 
- Jumlah Setelah Perubahan           Rp142.954.833.108,67 

     
b. Dana Perimbangan 

- Semula                                         Rp920.552.928.000,00 

- Bertambah/(Berkurang)              Rp(135.593.560.000,00) 
- Jumlah setelah perubahan           Rp784.959.368.000,00 

     
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

- Semula                                         Rp158.519.061.000,00 
- Bertambah / (Berkurang)               Rp(1.048.279.000,00) 

- Jumlah Setelah Perubahan           Rp157.470.782.000,00 
     

Jumlah Pendapatan                Rp1.085.384.983.108,67 
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2. Belanja: 
 

a. Belanja Tidak Langsung 
 

Belanja Pegawai 
- Semula                                      Rp321.579.591.411,85 

- Bertambah/(Berkurang)             Rp(25.798.368.264,77) 
- Jumlah Setelah Perubahan        Rp295.781.223.147,08 

      
Belanja Bunga 

- Semula                                      Rp0,00 

- Bertambah/(Berkurang)             Rp0,00 
- Jumlah Setelah Perubahan        Rp0,00 

      
Belanja Subsidi 

- Semula                                          Rp2.000.000.000,00 
- Bertambah/(Berkurang)                 Rp0,00 

- Jumlah setelah perubahan             Rp2.000.000.000,00 
      

Belanja Hibah 

- Semula                                        Rp23.560.092.202,12 
- Bertambah/(Berkurang)               Rp(7.597.900.000,00) 

- Jumlah Setelah Perubahan          Rp15.962.192.202,12 

   

 

 
 

  

Belanja Bantuan Sosial 
- Semula                                        Rp12.176.535.000,00 

- Bertambah/(Berkurang)               Rp0,00 

- Jumlah setelah perubahan           Rp12.176.535.000,00 
      

Belanja Bagi Hasil 
- Semula                                        Rp22.210.791.520,95 

- Bertambah/(Berkurang)             Rp(13.387.405.522,15) 
- Jumlah setelah perubahan           Rp8.823.385.998,80 

     

Belanja Bantuan Keuangan 
- Semula                                      Rp179.474.637.840,00 

- Bertambah / (Berkurang)             Rp(9.497.269.300,00) 
- Jumlah setelah perubahan         Rp169.977.368.540,00 

     
Belanja Tidak Terduga 

- Semula                                          Rp3.000.000.000,00 
- Bertambah / (Berkurang)             Rp42.897.774.700,19 

- Jumlah setelah perubahan           Rp45.897.774.700,19 

     
Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp550.618.479.588,19 

   
b. Belanja Langsung 

 

   

Belanja Pegawai 
 

- Semula                                      Rp129.498.719.310,66 

- Bertambah/(Berkurang)             Rp(22.038.638.717,75) 
- Jumlah setelah perubahan         Rp107.460.080.592,91 

      
Belanja Barang dan Jasa 
 

- Semula                                      Rp364.933.664.561,34 

- Bertambah/(Berkurang)           Rp(119.096.966.396,57) 
- Jumlah Setelah Perubahan         Rp245.836.698.164,77 
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Belanja Modal 
 

- Semula                                      Rp393.641.232.583,50 

- Bertambah/(Berkurang)           Rp(120.075.932.820,70) 
- Jumlah setelah perubahan         Rp273.565.299.762,80 

      

Jumlah Belanja Langsung          Rp626.862.078.520,48 
      

Jumlah Belanja                       Rp1.177.480.558.108,67 
      

Surplus/(Defisit)                        Rp(92.095.575.000,00) 
      

3. Pembiayaan 

 
a. Penerimaan                                     Rp92.095.575.000,00 

b. Pengeluaran                                    Rp0.00 
 

Jumlah Pembiayaan Netto              Rp92.095.575.000,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

    Rp.0,00 

 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Seruyan ini. 
 

 
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

 
Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati Seruyan ini. 
 
 

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal 
yaitu Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4a 

 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
ini, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020. 
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Pasal 4b 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan 
Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020, dinyatakan masih tetap berlaku. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

   
 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 27 April 2020 
 

BUPATI SERUYAN, 
            ttd 

YULHAIDIR 
 

 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 28 April 2020 

 
Pj.  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN, 
             ttd 

DJAINU’DDIN NOOR 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR  10 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 




